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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 15 TAHUN  2003
TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

:   
a. 
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan sesuai denga Kewenangan Daerah Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Derah Kota Bima dibidang perhubungan;
b. bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalulintas dan angkutan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan penggunaan jasa;

c. bahwa denga berkembangnya kebutuhan akan prasarana lalulintas angkutan jalan maka dengan sesuai dengan kewenagan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk mengatur Penyelenggaraan Parkir dengan Peraturan Daerah.  
Mengingat    
:  
1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981  Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);

6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948 );

8. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah     ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Terkait di Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan  (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengendara dan Pengemudi  (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk  Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. 
Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif; 

b. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;
c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;
d. Pejabat adalah Pegawai tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
e. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaran tidak bermotor; 
f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaran itu;
g. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua); atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah atau tanpa kereta samping; 
h. Parkit adalah keadaan tidak bergerakk atau kendaraan yang tidak berssifat sementara;

i. Fasilitas parkit adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan;

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 
k. Penyeledik tindak pidanan dibang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari seta mengumpulkan bukti, yang denga bukti itu mebuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta meniemukan tersangkanya. 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan dipunut retribusi atas pemeberian pelayanan jasa menggunakan fasilitas parkir.
Pasal 3

(1) Subyek/wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Parkir dari pemerintah daerah;
(2) Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang Menurut Pemerintah Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas parker yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
(3) Obyek retribusi adalah falitas parker disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota  untuk kepentingan parker kendaraan.
BAB III

FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM  DAN PENGELOLAAN
Pasal 4
(1) Untuk menunjang keselamatan, Keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalan dapat diakadakan fasilitas parrkir  untuk umum dapad lokasi tertentu;

(2) Fasilitas parker unutk umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
(3) Ketentuan mengenai fasiltas parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 5

(1) Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan atau termpat parker khusus dapat berupa taman parker dan atau gedung parker;

(2) Penetapan lokasi fasilitas parker untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pasal ini dilakukan oleh Walikota Bima;

(3) Penetapan lokasi dan permbangunan fasilitas parkir untuk umum sebagimana dimaksud dalam ayat (1) peraturan Daerah ini, dilakukan dengan memperhatikan:
a. Rencana Umum Tatat Ruang Kota;

b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;

c. Kelestarian Lingkunagn;

d. Kemudahan Bagi Pengguna Jasa;

(4) Bila terjadi pengembangan wilayah parkir akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal  6

(1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraan ditemapat yang ditunjuk oleh petugas parkir;

(2) Petugas Parkir berkewajiban untuk:

a. menunjukan tempat parkir;

b. Memberikan pelayanan terhadap kendaraan yang masuk dan kelaur di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabbnya;

c. Menyerahakam/menempelkan karcis parkir pada kendaraan yang diparkir serta menerima pembayaran retribusi parkir

d. Menjaga ketertiban dan keamananterhadap kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
(3) Pelaksanaan teknis ketentuan pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 7
(1) Kepada setiap pemakai tempat-tempat parkir kendaraan dilarang memarkirkan kendaran diluar batas-batas suatu petak parkir yang menggunakan struktur serta badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

(2) Setiap kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir agar dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

BAB IV

RAMBU DAN MARKA PARKIR
Pasal 8

(1) Pada Temapat-tempat parkir yang dimaksud pada pasal 1ayat (1), pasal 5 ayat (1) peraturan daerah ini harus di pasang pada tanda-tanda parkir;

(2)  Tanda-tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa:
a. Rambu parkir harus dlengkapi dengan papan tambahan yang menjelaskan :

1. waktu parkir;

2. Besarnya retribusi atau sewa parkir

3. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
b. Marka jalan dan/atau tandaa-tanda lain yang menunjukan tanda parkir.
Pasal 9

(1) Pada tempat-tempat larangan parkir sebagaiman dimaksud pada pasal 7 peraturan daerah ini harus dipasang tanda laranagan parkir;
(2) Tanda-tanda laaranmgan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Rambu larangan Parkir  Yang dilengakapi papan tambahan yang menjelaskan batas area larangan parkir dan jenis kendaran kendaraan yang dilarang parkir;

b. Marka larangan parkir.

BAB V

GOLONGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Parkir ditetpi jalan umum digolongkan retribusi jasa umum.

BAB  VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir
BAB VII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN 

STRUKTUR  DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan atas  tujuan mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. 

BAB VIII

STRUKTUR  DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13
(1) Setiap pemakai atau pengguna fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah diharuskan membayar retribusi parkir;
(2) Besarnya retribusi ditetapkan sebgai berikut:

a. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar  Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) sekali parkir;

b. Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 500,- (lima ratus rupia) sekali parkir ;

c. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 100,- (Seribu Rupiah ) sekali parkir;

d. Penggunaan retribusi parkir senbagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c pada ayat (2) pasal ini ditetapkan pada jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) jam;
e. Apabila parkir kendaarn lebih dari 3 (tiga) sebagaimana tersebut pada huruf d ayat (2) dikenakan retribusi tambahan sebesar 50% / jam denga jumlah setinggi-tingginya 100% dari tariff dasar.

(3) Besar retribusi parkir pada fasilitas parkir untuk jenis kendaraan yang memuat barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagi kendaraan yang memuat barang lebih besar  8 (delapan ) Ton sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir;

b. Bagi kendaraan yang memuat barang diatara 2 (dua)-8 (delapan) Ton sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir.

c. Bagi kendaraan yang memuat barang 2 (dua) Ton sebesar Rp. 1.000,-(seribu  rupiah) sekali parkkir:

d. Pengenan retribusi parkir sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c pada ayat (3) pasal ini ditetapkan jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) jam;

e. Apabila parkir kendaraan lebih dari waktu 3 (tiga) jam sebagaimana tersebut pada huruf d ayat (3) pasal ini dikenaakan retribusi tambahan sabesar 5 % dengan jumlah setinggi-tingginya 100 % dari tarif semula. 
(4) Besar retribusi parkir pada fasilitas parkir untuk jenis kendaraan penumpang ditetapkan sebagai berikut:
a. Bus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir;

b. Micro Bus sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) selaki parkir;

c. Mobil penumpang  sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir;

d. Pengenaan retribusi parkir sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c pada ayta (4) pasal ini ditetapkan jangka waktu selam-lamanya 3 (tiga) jam;

e. Apabila parkir kendaraan lebih dari 3 (tiga0 jam sebgaimana tersebut pada huruf d pada ayat (40 pasal ini, dikenakan retribusi tambahan sebesar 50% / jam dengan jumlah setinggi-tingginya 100% dari tariff semula.

(5) Retribusi parkir kendaraan yang bermalam diterminal ditetapkan sebagai berikut:

a. Bus Sebesar  Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir;

b. Micro Bus sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) semalam;

c. Mobil penumpang  sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) selaman

(6) Badan atau orang pribadi yang menggunakan jalan secara  insidental untuk kepentingan tertentu dikenakan retribusi penggunaan retribusi penggunaan jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah untuk sekali pemakaian. 

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi parkir tidak dapat diborongkan.
(2) Pengelolaan parkir dapat dilaksanakan oleh pihak ke-3

Pasal 15
(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat kettapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima selambat-lambatnya 1X24 Jam;

(4) Kepada Instansi /petugas yang melakukan pungutan, diberikan uang perangsang 5% (lima porsen) dari Jumlah yang disetor.

BAB X

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 16
(1) Pembinaan pengawasan, dan penertiban serta pengendalian perparkiran dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Walikota dapat membentuk Badan Pembinaanj Parkir

BAB XI

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenekan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua porsen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang yang selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan 

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 19

(1) Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan kendaraan yang diparkir beserta perlengkapan dan menjaga ketrtiban serta kelancaran lalulintas dilokasi parkir;

(2) Petugas parkir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan serta kelengkapannya yang terjadi akibat kelalaian dan kesalahan petugas parkir.

Pasal 20

Apabila terjadi kerusakan kendaraan yang sedang diparkir ditempat parkir yang disebabkab karena pihak ketiga atau karena force majure, diselesaikan menurut ketentuan hokum yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah  .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 

e. Apabila terjadi tindak pidana, maka untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa pembukuan, mencatat dokumen-dokumen lain terlebih dahulu mendapatkan izin Dari Ketua Pengadilan Negeri;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan rumah atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idetintas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaiakan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tingkat II Bima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bima yang diundangkan dalan Lembaran Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 2 tahun 1988 seri B tanggal 2 mei 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25
(1) Tanggung jawab Teknis Operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Perhubungan;

(2) Tanggung jawab Teknis Administrasi pelaksanaan Peraturan daerah ini berada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba -  Bima
Pada tanggal 24 Desember 2003  

           WALIKOTA BIMA,

Diundangkan di Raba - Bima 
           M. NUR  A.  LATIF
Pada tanggal 24 Desember 2003  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

                  H. Usman AK 
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2003 NOMOR 
P E N J E L A S A N

PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 15  TAHUN  2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

1. PENJELASAN UMUM
Bahwa pembinaan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat,aman,cepat,lancer,tertib dan teratur dan efisien.untuk menunjang pemeratan,pertumbuhan serta stabilitas.
Dalam melaksanakan pembinaan aspek pengaturan,pengendalian dan pengawasan merupakan aspek pokok ditujukan pada upaya keselamatan,keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Penyediaan tempat-tempat parkir,baik tempat parkir dipinggirjalan umum maupun tempat parkir khusus  merupaka kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada kepada masyarakat yang ditujukan kepada upaya keamanan dan ketertiban berlalu lintas dijalan disamping keamanan kendaraan yang diparkir dipinggir jalan umum maupun dipingit jalan khusus.
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor memebawa dampak pada bertambahnya permintaan akan ruas jalan untuk tempat parkir dan tempat parkir khusus ang berfungsi sebagai alat pengendali lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu pemerintah dapat menyidikan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha dengan memungut bayaran.

II. PENJELASAN DEMI PASAL 

     Pasal  1             : cukup jelas .
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